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Abstrak. Permasalahan transportasi yang cukup akut di kawasan perkotaan
Indonesia salah satunya diakibatkan oleh tidak dikaitkannya secara kuat
penatagunaan lahan dengan daya dukung transportasi. Saat ini, terdapat prosedur
berupa Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai syarat dikeluarkannya
izin mendirikan bangunan baru. Namun, prosedur ini tidak disertai mekanisme
yang jelas ftentang bagaimana izin tersebut didasarkan pada kemampuan
kapasitas infrastruktur transportasi  dalam mengakomodasi tambahan beban
pergerakan  yang ditimbulkan. Akibatnya, perbandingan 2antara volume
pergerakan dengan kapasitas infrastruktur tidak dapat dikontrol pada proporsi
yang baik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan mode! yang dapat
mengkomodasi  variabel ~daya dukung infrastruktur  transportasiuntuk ’
diperhitungkan dalam mekanisme pengendalian dan pemberian 1zin mendirikan
bangunan baru dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan transportasi
pada kondisi yang baik.

Kata Kkunci:bangkitan pergerakan, daya dukung transportast;izin mendirikan
bangunan, pembangunan kawasan perkotaan.

1 Pendahuluan

Perkembangan guna lahan di perkotaan dan implikasinya pada persoalan
{ransportasi harus terus dicermati dan diantisipasi. Kebutuhan lahan di
perkotaan untuk menampung kebutuhan akan permukiman dan non
permukiman (fungsi lain) selalu meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk (Octavianus H.A., 2011) [1]. Eskalasi bangunan baru untuk
memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan terus dilakukan tanpa ukuran yang
jelas dan terus menimbulkan tekanan semakin berat pada sistem transportasi.
Menurut Morlok (1985) [2], pengembangan tata guna lahan menyebabkan
bangkitan dan/atau tarikan baru pada jaringan jalan perkotaan sehingga
menambah volume lalulintas. Sistem transportasi terbentuk akibat adanya
interaksi antara aspek tata guna laban (asal-tujuan perjalanan), sarana-prasarana
perjalanan dan pola aktivitas perjalanan pengguna sistem transportasi tersebut.
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Ketidak seimbangan pertumbuhan antar unsur pembentuknya dapat berdampak
pada buruknya kualitas layanan sistem tersebut (Da Costa, 2010) [3].

Mengingat kaitan yang erat antara guna lahan dan transportasi, pembangunan
kawasan perkotaan pada guna lahan harus disesuaikan dengan daya dukung
(carrving capacity) transportasi. Daya dukung infrastruktur transportasi adalah
kapasitas maksimal dari keseluruhan infrastruktur transportasi yang ada di
sebuah kota yang masih mampu menampung volume pergerakan sedemikian
sehingga tingkat pelayanan (Level of Service) masih dapat dipertahankan pada
tingkat yang wajar.

Fenomena permasalahan transportasi yang cukup parah di kawasan perkotaan
Indonesia disebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas dan terukur yang
mengaitkan izin penggunaan lahan dengan daya dukung infrastruktur
transportasi. Meskipun pada proses perizinan guna lahan saat ini terdapat
prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai salah satu
persyaratan, namun syarat tersebut masth bersifat lokasional dan belum dapat
dipergunakan untuk mengantisipasi persoalan ketidakseimbangan antara
permintaan dan sediaan pergerakan pada skala kota. Untuk mengatasi persoalan
tersebut, maka dibutuhkan sebuah model analisis daya dukung infrastruktur
transportasi kota sebagai landasan untuk mengontrol pembangunan kawasan
perkotaan melalui pengendalian dan pemberian izin guna lahan yang mengacu
pada kriteria mempertahankan tingkat pelayanan transportasi pada batasan yang
layak.

Selanjutnya, tulisan ini juga akan mendiskusikan aspek regulasi untuk
menjamin efektivitas implementasi model tersebut pada mekanisme perizinan
guna lahan di kawasan perkotaan.

2 Metodologi

2.1  Metodologi Pengumpulan Data

o Survei primer yang akan digunakan dalam simulasi empiris berupa
observasi guna lahan dan pencacahan (raffic counting). Lokasi yang
menjadi tempat dilakukannya penelitian ini berada di Kota Depok, sebagai
salah satu representasi kota dengan ukuran sedang.

e Survei sekunder berupa pengambilan data terkini mengenai peraturan-
peraturan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta
prosedur Analisis Dampak Lalu-lintas (Andalalin) yang terkait dengan studi
ini.

il
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2.2 Metodologi Analisis

+ Studi literatur terhadap model transportasi pada area trip generation, trip
rate, level of service, dan load factor.

o Analisis deskriptif: untuk memberikan gambaran terhadap peraturan terkait
IMB. '

e Pengembangan model analisis perhitungan daya dukung infrastrukur
transportast:  menghitung luas maksimum guna lahan yang dapat
dikembangkan berdasarkan kapasitas jaringan jalan yang ada.

3 Tinjauan Literatur

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 [4] yang mengatur
tentang bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik bangunan gedung
maupun bangunan bukan gedung, menjelaskan secara jelas mengenal fungsi dan
klasifikasi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, peran
serta masyarakat, dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan dalam
rangka memperoleh IMB tersebut. Selain berfungsi sebagai panduan untuk
menerbitkan IMB, peraturan ini juga berfungsi untuk menghentikan atau
menutup kegiatan pembangunan yang belum memenuhi persyaratan yang
berlaku, memerintahkan perbaikan terhadap bagian bangunan, prasarana dan
sarana yang membahayakan untuk pencegahan terhalap gangguan keamanan,
kesehatan dan keselamatan.

Definisi dari bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengdn tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya herada
di atas dar/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatanuya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial. budaya, maupun kegiatan
khusus. Sedangkan bangunan bukan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi vang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, tidak berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal.

Dalam pasal 19 hingga pasal 69 dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan
teknis bangunan gedung yang dibagi ke dalam 2 pembahasan besar, yaitu
persyaralan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. Persyaratan
tata bangunan mencakup persyaratan peruntukkan dan intensitas bangunan,
persyaratan arsitektur bangunan, dan persyaratan pengendalian dampak
lingkungan. Sedangkan persyaratan keandalan bangunan mencakup persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
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Dalam pasal 29 dikatakan bahwa persyaratan pengendalian dampak lingkungan
bangunan gedung menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat
memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya
serta menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan
dalam pasal 30, secara lebih merinci dijelaskan jenis bangunan apa saja yang
wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Penjelasannya sebagai berikut:

a. Wajib memiliki AMDAL: kegiatan -dalam bangunan dan/atau
lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.

b. Tidak perlu memiliki AMDAL: kegiatan dalam bangunan dan/atau
lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap
lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya.
Tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Tidak perlu memiliki AMDAL: kegiatan dalam bangunan dan/atau
lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap
lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya.
Tetapi tidak diharuskan melakukan UKL dan UPL, wajib membuat Surat
Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) dan melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum
dalam SPPL tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75
Tahun 2015 [5] Tentang Penyelanggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pasal 2
disebutkan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan
Analisis Dampak Lalu Lintas. Rencana tersebut mencakup pembangupan baru
dan pengembangan. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pengembang atau
pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi
administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian
sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda
administratif, pembatalan izin dan/atau pencabutan izin. Pada peraturan ini juga
disebutkan secara rinci ukuran minimal dari setiap kegiatan yang wajib
membuat Andalalin dalam perizinannya. Untuk kegiatan lain yang tidak
tercantum, jika kegiatan tersebut diperhitungkan telah menimbulkan 75
perjalanan kendaraan baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500
perjalanan kendaraan baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh
adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau
dikembangkan, maka wajib untuk membuat Andalalin.
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4 Pembahasan

Pembahasan pada bagian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pembahasan terkait
aspek regulasi dan model perhitungan daya dukung transportasi.

4.1 Aspek Regulasi

Suadi i terfokus pada pendekatan daya dukung pelayanan infrastruktur
transportasi  dalam  perencanaan kawasan perkotaan di Indonesia, maka
pembahasan dan studi ini akan lebih terfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh
Kota Depok yang terkait dengan pembangunan. Seperti yang lertuang pada
Peraturan Daerah Kota Depok Nomeor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Bangunan dan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) diketahui bahwa pada pasal 29
dan 30 hanva mengatur tentang persyaratan pengendalian dampak lingkungan
(AMDAL).

Persyaratan yang terkait dengan dampak lalu lintas tidak tertuang dalam
peraturan mengenai IMB tersebut. Persyaratan yang terkait dengan transportasi
hanvalah sebatas persyaratan berupa rencana sirkulasi kendaraan, namun hanya
terbatas pada penyediaan lahan parkir bukan pada dampak dari bangkitan dan
tarikan dari pembangunan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 61,
namun dalam Permenhub No. PM 75 Tahun 2015 Lintas pasal 2 disebutkan
bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman. dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan
Analisis Dampak Lalu Lintas.

Rencana tersebut mencakup pembangunan baru dan pengembangan. Pada pasal
18 disebutkan bahwa pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan
kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh pembert izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa
peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian
sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin dan/atau pencabutan
izin. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan baru di Kota Depck tidak
terlalu memperhatikan dampak transportasi yang disebabkan oleh pembangunan
tersebut yang dapat menimbulkan pcnnasalahan—pcnnasaiahan baru bagi
wilayah tersebut.

4.2 Simulasi Model Perhitungan di Kota Depok

Berdasarkan hasil simulasi dari model yang dikembangkan dengan data empiris
Kota Depok, ditemukan jaringan jalan yang telah melebihi kapasitas jaringan
jalan yang ditandai dengan nilai VCR maupun LOS yang telah melewati batas
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kritis. Nilai VCR dan LOS vyang telah melewati batas kritis tersebut
menandakan bahwa pembangunan di kawasan sekitar ruas-ruas jalan di Kota
Depok telah melewati daya dukung transportasi yang ada, sehingga tidak
memungkinkan untuk dikeluarkannya izin guna lahan baru. Berikut merupakan
perbandingan antara VCR dan LOS eksisting dengan VCR dan LOS Rencana.
VCR rencana yang menjadi acuan dalam penelitian ini merupakan VCR yang
menjadi nilai kritis yaitu sebesar 0.75 (MKJI, 1997) [6].

Tabel 1  Perbandingan jaringan jalan eksisting dan rencana di Kota Depok

No Nama Jalan VCR LOS VCR LOS Pemberian Izin
Eksisting Eksisting Rencana  Rencana Pengembangan Guna
Lahan
1 JI Raya Bogor 0.56 C 0.7 C Diizinkan, namun sangat
terbatas
2 JIMargonda Menuju 0.65 C 075 C Duzinkan, namun sangat
Sawangan terbatas
Menuju Ul 107 F 0,75 C Tidak Diizinkan
3 ]I Raya Sawangan 1.02 F 0.75 C Tidak Diizinkan
4 J1 Radar Aun 0.67 C 0.75 C Diizinkan, namun sangat
terbatas

Berdasarkan tabel diatas maka untuk J1. Raya Bogor telah mendekati nilai kntis.
Kondisi VCR eksisting sebesar 0,56 namun LOS eksisting berada pada tingkat
C. Dengan demikianpemberian izin untuk pengembangan guna lahan di sekitar
JI. Raya Bogor dapat diizinkan namun besar pengembangan yang dapat
dilakukan sangat terbatas sehingga bangkitan pergerakan yang dihasilkan tidak
membuat LOS dan VCR eksisting melebihi LOS dan VCR yang direncanakan.
Untuk di J1. Margon terdapat jalan yang menuju Ji. Sawangan dan Universitas
Indonesia (UT). Untuk J1. Margonda yang menuju Sawangan, nilai VCR sebesar
0,65 dengan LOS berupa C. Nilai VCR tersebut sudah mendekati nilai VCR
kritis sehingga pengembangan pada suatu guna lahan masih dapat dilakukan
namun dengan sangat terbatas. Adapununtuk JI. Margonda yang menuju U],
nilai VCR dan LOS sudah melebihi nilai VCR dan LOS rencana sehingga
pemberian izin untuk pengembangan guna lahan sudah tidak dapat dilakukan.
Hal tersebut terjadi pula di JI. Sawangan, pembenan izin untuk pembangunan
guna lahan tidak dapat dilakukan karena nilai VCR dan LOS eksisting telah
melebihi nilai LOS dan VCR rencana. Dan untuk di J1. Radar Auri, nilai VCR
sebesar 0,67 dan LOS berupa C. Kondisi tersebut telah mendekati nilai VCR
dan LOS rencana schingga perizinan untuk penembangan masih dapat
dilakukan namun dengan sangat terbatas.
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Kondisi jaringan jalan yang telah melebihi dari kondisi rencana perlu dilakukan
upaya dalam pengendalian pengembangan guna Jahan yang akan dilakukan. Hal
tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kondisi jaringan jalan dalam tahap yang
dianggap baik. Oleh karena itu, perlu dihitung berapa besar luas maksimal guna
Jahan yang boleh untuk dikembangkan dalam menjaga kondisi jaringan jalan.
Berikut merupakan tahapan perhitungan luas guna lahan maksimal yang dapat
dikembangkan.

42.1 Penentuan Volume Lalu Lintas Maksimal (Vmax)

Volume lalu lintas maksimal ini merupakan volume lalu lintas maksimal yang
boleh melintas pada suatu jaringan jalan berdasarkan VCR rencana yang
merupakan VCR pada kondisi titik kritis. Nilai Vmax dapat ditentukan dengan
mengalikan VCR rencana dengan kapasitas jalan eksisting (C eksisting). V max
dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Vmax = VCRplan X Ccusling
dimana :
Vo = Volume Lalu Lintas Maksimal yang Diizinkan (smp/jam)
VCR,u,= Volume Capacity Ratio Rencana
Cernsting = Kapasitas Jalan Eksisting (smp/jam)

Berikut merupakan V ., pada setiap jaringan jalan yang menjadi kawasan studi
penelitian ini.

Tabel 2 Vi, Jaringan Jalan di Kota Depok

No Nama Jalan V'CR Rencana C cksisting V max
I Ji Raya Bogor 075 6213 4659.75
i J1 Margonda Menuju Sawangan 075 4934 25 3700.6875
Menuju Ul 078 3825 2868.75
3 Ji Raya Sawangan 075 273093 2048.1975
4 )i Radar Aun 0.75 241338 1810035

4.2.2 Penentuan Luas Guna Lahan Maksimal

Setelah didapatkan nilai volume lalu lintas maksimal (V) maka luas lantal
maksimum dapat ditentukan. Luas Guna Lahan maksimum yang diizinkan
dapat menjadi acuan pemerintah setempat dalam pemberian izin suatu
pembangunan. Luas guna lahan menjadi batasan dalam pemberian izin tersebut.
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Perhitungan luas guna lahan maksimal di sekitar jaringan jalan dapat dihitung
dengan menerapkan rumus yang dikembangkan Wooton dan Pick (1967)[7],

sebagai berikut:
o~ T
6L~ TripRateg,
dimana:
AcL

. 2
= Juas guna lahan maksimal (nm°)

TG max = Trip generation maksimal (smp/jam)

Tl'lp Rate GL

= standar trip rate (smp/ jam/m’)

Berikut ini merupakan hasil perhitungan luas guna lahan maksimal yang
diizinkan untuk dikembangkan pada beberapa ruas jalan di Kota Depok.

Tabel 3 Luas guna lahan maksmal yang diizinkan.

Vmax Proporsi :;::; . Luas Cnn.:
No Guna Lahan jl;::; l(j:;:':n Guna Trip Rate L[z):::nr‘:k::“n’n;l
Lahan
JI. Raya Bogor : o
| Perdagangan dan Jasa 465975 27.20% 1267 45 0012° 105621 00
2 Perkantoran 4659 75 193% 8993 001 8993 32
3 Industn 465975 70.22% 327208 00118 277294 61
4 Pendidikan 465975 066% 3075 00237 1297 65
J1 Margonda (Menuju Sawangan) .
| Perdagangan dan Jasa 3700 68 18 88% 698 69 0.012* 58224 03
2 Apartment 3700.68 11.90% 440.38 0.0037° 119021.87
3 Kantor Polisi 3700.68 0.87% 3220 001 3219 59
4  Perkantoran 3700 68 346% 128.04 0.01* 12804 35
5 Rumah Sakit 3700 68 4.70% 173.93 0.0193** 9012 02
6 Perumahan 3700 68 60 18% 2227.07 0.0037* 601910 60
J1 Margonda (Menuju UI)
| Perdagangan dan Jasa 2868.75 34.39% 986 56 0012 82213.59375
2 Terminal 2868.75 1.76% 50 49 0269** 187.6951673
3 Perkantoran 2868.75 63.85% 1831.70 001* 183169.6875
JI. Raya Sawangan
| Perdagangan 2048.198 30.61% 626 95 0.012* 52246.10

m—- S,

e—— Y .
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Vmax Propaorsi ;’cr::; _ Luas Guna
No Guna Lahan Ruas Guna Guna Trip Rate Lal.llnfl Maksin:al
Jalan Lahan Lahan Diizinkan (m’)
-_._2__-!;asu;1$n Fasos 2048 I98__ 125% 2560 0.0193=* 1326 ;5 .
3 Penbadatan 2048 198 1 50% 30 72 00193~ 1591 &6
4 Rumah Sakit 2048 198 19 13% 391 82 00193~ 20301 56
6  Pendidikan 2048 198 1547% 316 86 00237** 13369 46
7 Perumahan 2048.198 3205% 656.45 00037 17741819
o o TRBdaI A;n . - N B -
| Perdagangan 1810.035 44 06% . 797.51 ) 0012° 66459 35
2 Pekantoran 1810035 405% PERY] 001 7330 66
3 Pendidikan 1810035 946% 17118 0.0237°* 722283
4 Industn 1810035 12 15% 21992 00118="* 18637 28
S Fasilitas Keschatan 1810035 298% 53.88 0.0193"* 279173
6  Pcrumahan 1810035 2731% 494 23 00037° 133576 98

Keicrangan  ° Tiwp Raue CBD DR Jakana Tahun 1990
** Trip Rate Coumn Sandacgo. AS Tahua 2003
*¢=Tip Rate Kota Cacbon and Scmarang. 2000

Tabel 4 Perubahan VCR dan LOS akibat rekayasa penyediaan angkutan

umum.
VCR (Setelah SL‘O;S b
. . Jenis VCR LOS Rekayasa Getela
No Nama Jalan . L " Rckavasa
Jalan Existing Existing Kendaraan ) b
Kendaraan
Umum) ;
Umum)
Anen
'}l Raya Bogor Primer 036 S 043 B
Menuju Arten
i Sawangan Sekunder 063 € 0.50 C
2 Margonda -
s 107 F
Menuju Ul Sekunder ' 083 D
) quektor 102 F
JI. Raya Sawangan Prnmer 0.77 D
Kolektor
) JI. Radar Aun Sekunder 067 N 049 C

4.2.3 Perubahan VCR dan LOS Jaringan Jalan Akibat Rekayasa
Penyediaan Angkutan Umum

Salah satu bentuk Transport Demand Management (TDM) berupa penyediaan
angkutan umum. Angkutan umum yang disediakan dapat mengurangi pengguna
angkutan pribadi sehingga dapat memperbaiki tingkat pelayanan jaringan jalan
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di Kota Depok. Tabel-4 menunjukkan hasil perhitungan VCR dan LOS pada
jaringan jalan di Kota Depok setelah dilakukan rekayasa penyediaan angkutan
umum.

5 Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bahwa saat im1 belum terdapat regulasi maupun
prosedur perizinan yang jelas danmemiliki keterkaitan antara daya dukung
transportasi dan pembangunan di  kawasan perkotaan. Diperlukan
pengembangan model yang menghubungkan antara daya dukung transportast
dengan izin guna lahan dalam proses pembangunan di kawasan perkotaan
secara jelas dan terukur, untuk menjamin agar mekanisme perizinan mendirikan
bangunan dan guna lahan lain yang berpotensi membangkitkan dan menarik
pergerakan baru dikaitkan dengan kemampuan Kkapasitas infrastruktur
transportasi untuk mengakomodasinya. Selain itu,tulisan ini juga menyimpulkan
diperlukannya pengembangan kelembagaan untuk efektivitas kontrol terhadap
pemberian izin guna lahan dalam pembangunan di kawasan perkotaan sehingga
bangkitan maupun tarikan pergerakan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan
daya dukung infrastruktur transportasi yang ada.

Model pengendalian pembangunan di Kawasan Perkotaan dapat juga
dikembangkan meialui Transport Demand Management (TDM). Transport
Demand Management yang diterapkan pada penelitian ini berupa pengendalian
kawasan guna lahan maksimal dan penyediaan angkutan umum. Pembangunan
guna lahan diharapkan tidak melebihi luas guna lahan yang telah ditetapkan
berdasarkan daya dukung transportasi. Apabila pada kondisi eksisting guna
lahan telah melebihi kemampuan daya dukung transportasi maka dapat
ditempuh cara peningkatan peran angkutan umum untuk mengimbangi
pengembangan bangunan baru, namun tetap menjaga kinerja transportasi pada
tingkat yang baik.
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